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 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transparansi, 
akuntabilitas, dan partisipasi anggaran terhadap pengelolaan keuangan desa di 
Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai. Pendekatan yang 
digunakan adalah asosiatif kuantitatif dengan teknik sampel jenuh, di mana 
seluruh perangkat desa dari 27 desa dijadikan sebagai responden. 
Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner tertutup yang telah diuji 
validitas dan reliabilitasnya. Analisis data dilakukan menggunakan aplikasi 
SmartPLS 3.0, yang memungkinkan evaluasi model pengukuran (outer model) 
dan model struktural (inner model) secara simultan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Nilai t-statistik dan p-value 
masing-masing variabel menunjukkan bahwa hipotesis penelitian diterima. 
Indikator yang tidak memenuhi kriteria validitas telah dieliminasi untuk 
meningkatkan kekuatan konstruk. Secara teoritis, hasil ini menguatkan konsep 
good governance dan agency theory, di mana keterbukaan informasi dan 
pertanggungjawaban publik menjadi elemen penting dalam mendorong tata 
kelola keuangan desa yang efisien, akuntabel, dan partisipatif. Penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus menjadi rujukan 
praktis bagi pemerintah desa dalam memperkuat sistem pengelolaan keuangan 
berbasis prinsip transparansi dan akuntabilitas. 
 
 This study aims to analyze the influence of transparency, accountability, and 
budget participation on village financial management in Dolok Masihul Sub-
district, Serdang Bedagai Regency. An associative quantitative approach was 
employed, using a saturated sampling technique where all village officials from 
27 villages were selected as respondents. Data were collected through a closed-
ended questionnaire that had been tested for validity and reliability. Data 
analysis was conducted using SmartPLS 3.0, allowing for simultaneous 
evaluation of the measurement model (outer model) and structural model 
(inner model). The results indicate that both transparency and accountability 
have a positive and significant effect on village financial management. The t-
statistics and p-values support the acceptance of the research hypotheses. 
Indicators that did not meet the validity criteria were eliminated to improve 
construct strength. The findings theoretically reinforce the concepts of good 
governance and agency theory, which highlight the importance of information 
disclosure and public accountability in enhancing the efficiency, credibility, and 
transparency of public financial management. This study is expected to 
contribute to academic discourse and serve as a practical reference for village 
governments in strengthening financial management systems based on the 
principles of transparency, accountability, and community participation. 
. 
This is an open access article under the CC BY NC license. 
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Pendahuluan 
 

Pembangunan desa sebagai bagian integral dari pembangunan nasional memerlukan pengelolaan 
dana yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Salah satu instrumen penting dalam 
pembiayaan pembangunan desa adalah alokasi dana desa (ADD), yang merupakan bagian dari dana 
perimbangan yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 
6 Tahun 2014 dan diperjelas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Kualitas 
pengelolaan dana desa sangat ditentukan oleh sejauh mana asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi 
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masyarakat diterapkan dalam proses penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan. Dalam 
konteks tata kelola keuangan sektor publik, transparansi dan akuntabilitas telah terbukti menjadi elemen 
penting dalam memperkuat kepercayaan publik dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik (Sari et al., 
2020; Almquist et al., 2013; Grossi & Steccolini, 2014). 

Kecamatan Dolok Masihul di Kabupaten Serdang Bedagai, yang memiliki 27 desa dan 1 kelurahan 
dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di wilayah tersebut, menjadi locus yang strategis dalam meninjau 
bagaimana pengelolaan keuangan desa dilakukan. Besarnya alokasi dana desa yang diterima oleh desa-desa 
di wilayah ini seharusnya menjadi pemicu percepatan pembangunan desa jika dikelola secara baik. Namun 
demikian, seringkali pengelolaan tersebut dihadapkan pada tantangan seperti kurangnya transparansi, 
minimnya partisipasi masyarakat, dan lemahnya sistem akuntabilitas internal. Dalam berbagai studi, 
disebutkan bahwa ketidakterbukaan dalam pengelolaan anggaran dapat memicu inefisiensi, penyimpangan, 
bahkan korupsi (Martins et al., 2019; Mikuła et al., 2022; Mahmood et al., 2021). Oleh karena itu, upaya untuk 
meninjau kembali bagaimana ketiga elemen tata kelola ini diterapkan dalam pengelolaan dana desa di Dolok 
Masihul menjadi sangat relevan. 

Berbagai penelitian sebelumnya telah menyoroti pentingnya aspek akuntabilitas, transparansi, dan 
partisipasi dalam pengelolaan keuangan publik. Penelitian oleh Debi (2015) menyatakan bahwa akuntabilitas 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan anggaran berbasis value for money. Sementara itu, 
hasil berbeda ditunjukkan oleh Gerryan (2015) yang tidak menemukan pengaruh signifikan antara 
akuntabilitas keuangan dan pengelolaan keuangan daerah. Penelitian oleh Siregar (2011) justru menemukan 
bahwa akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan APBD. Secara global, studi oleh 
Cuadrado-Ballesteros et al. (2017), Caperchione et al. (2021), dan Pina et al. (2019) mendukung bahwa 
kombinasi antara transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dapat meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas pengelolaan keuangan publik di berbagai level pemerintahan. 

Dalam konteks pengelolaan ADD, prinsip-prinsip tersebut merupakan fondasi utama sebagaimana 
dinyatakan oleh Wiratna (2015). Namun dalam praktiknya, implementasi nilai-nilai ini seringkali masih 
bersifat formalitas dan belum menyentuh substansi partisipasi dan akuntabilitas yang sesungguhnya. Oleh 
karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan di tingkat desa. 
Penelitian ini memiliki kebaruan dalam konteks pengujian simultan dari ketiga variabel tata kelola keuangan 
desa di wilayah yang memiliki dinamika sosial dan administratif yang khas seperti Dolok Masihul. Selain itu, 
pendekatan empiris yang digunakan akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur 
pengelolaan keuangan desa di Indonesia yang masih terbatas, khususnya dalam kerangka teoritis good 
governance dan value for money (van Helden & Reichard, 2019; Ferry et al., 2021; Bracci et al., 2019). 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana transparansi, akuntabilitas, dan 
partisipasi anggaran berperan dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Dolok Masihul. Penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas tata kelola dana desa, serta menjadi 
rujukan kebijakan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi perbaikan sistem pengelolaan dana 
desa. Secara akademik, penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam pengayaan literatur mengenai tata 
kelola keuangan publik berbasis masyarakat, khususnya dalam konteks negara berkembang. 
 
 

Uraian Teori 
 

Pengelolaan keuangan desa yang baik merupakan cerminan dari tata kelola pemerintahan yang 
akuntabel, transparan, dan partisipatif. Dalam konteks desentralisasi fiskal, keberhasilan pengelolaan 
keuangan desa sangat dipengaruhi oleh seberapa besar desa mampu menerapkan prinsip-prinsip good 
governance, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi anggaran (Khan et al., 2020; 
Azfar et al., 2001; Alonazi, 2021). Ketiga variabel ini bukan hanya menjadi indikator tata kelola yang efektif, 
namun juga fondasi dalam menciptakan kepercayaan masyarakat dan efisiensi penggunaan dana desa. 

 
Transparansi dan Pengelolaan Keuangan Desa yang Baik 

Transparansi didefinisikan sebagai keterbukaan pemerintah desa dalam menyampaikan informasi 
mengenai proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi keuangan desa. Keterbukaan ini 
bertujuan untuk memastikan bahwa informasi dapat diakses secara mudah oleh publik, sehingga mendorong 
pengawasan partisipatif dan menekan potensi penyalahgunaan anggaran (Piotrowski & Van Ryzin, 2007; 
Hood & Heald, 2006). 

 
Beberapa penelitian menyatakan bahwa tingkat transparansi yang tinggi secara signifikan 

meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pengelolaan anggaran publik (Bauhr & Grimes, 2014; de Simone et 
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al., 2020). Dalam konteks desa, transparansi berperan penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat 
terhadap pemerintah desa dan memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan kebutuhan dan 
prioritas masyarakat lokal (Halim & Adnan, 2021; Mahmudi, 2022). Masyarakat yang memiliki akses terhadap 
informasi anggaran desa akan lebih terdorong untuk terlibat dalam pengawasan dan perumusan kebijakan. 
Hal ini menciptakan iklim tata kelola keuangan desa yang sehat dan berorientasi pada kepentingan publik 
(Gaventa & McGee, 2013). Oleh karena itu, transparansi diyakini memiliki hubungan positif terhadap 
pengelolaan keuangan desa yang baik. Berdarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan  

 
H1: Transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa yang baik. 

 
Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Desa yang Baik 

Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan setiap 
pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat, baik secara administratif maupun publik (Mulgan, 2000). 
Akuntabilitas mendorong desa untuk lebih disiplin dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta lebih 
berhati-hati dalam penggunaan dana desa (Brinkerhoff, 2003). 

Dalam studi empiris, ditemukan bahwa akuntabilitas publik yang kuat berkontribusi langsung 
terhadap efisiensi dan efektivitas tata kelola keuangan (Siddiquee, 2014). Akuntabilitas juga mampu 
mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta korupsi 
(Fox, 2007; Bovens, 2007). Di level desa, praktik akuntabilitas yang baik dapat menciptakan kejelasan 
tanggung jawab antar perangkat desa dan memperkuat sistem pengendalian internal dalam pengelolaan 
keuangan (Nasution et al., 2021). Ini penting karena keuangan desa kerap menjadi objek rawan 
penyimpangan apabila tidak diiringi dengan sistem akuntabilitas yang memadai. Berdarkan uraian diatas 
maka hipotesis yang diajukan 

 
H2: Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa yang baik. 

 
Partisipasi Anggaran dan Pengelolaan Keuangan Desa yang Baik 

Partisipasi anggaran merujuk pada keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran desa (Fung, 2006). Semakin tinggi tingkat partisipasi 
masyarakat, semakin besar peluang kebijakan dan anggaran mencerminkan kebutuhan nyata warga (Irvin & 
Stansbury, 2004). Penelitian oleh Wampler (2007) menunjukkan bahwa partisipasi anggaran tidak hanya 
meningkatkan legitimasi kebijakan publik, tetapi juga memperkuat akuntabilitas pemerintah kepada 
masyarakat. Dengan adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam forum-forum musyawarah desa, kualitas 
pengambilan keputusan anggaran meningkat karena didasarkan pada informasi yang lebih lengkap dan 
beragam (Sintomer et al., 2008). 

Partisipasi juga mendorong rasa memiliki atas program pembangunan desa, yang pada akhirnya 
berkontribusi pada keberlanjutan dan keberhasilan implementasi program. Oleh karena itu, partisipasi 
masyarakat dalam anggaran desa diyakini berkontribusi terhadap pengelolaan keuangan desa yang lebih baik 
(Ganuza & Baiocchi, 2012). Berdarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan 

 
H3: Partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa yang baik. 

 
Hubungan Simultan antara Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi terhadap Pengelolaan 
Keuangan Desa 

Ketiga variabel utama dalam penelitian ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Transparansi, 
akuntabilitas, dan partisipasi memiliki hubungan yang sinergis dalam mewujudkan pengelolaan keuangan 
desa yang baik. Transparansi mendukung akuntabilitas melalui keterbukaan informasi yang memungkinkan 
pengawasan publik. Akuntabilitas memperkuat transparansi dengan memastikan bahwa setiap tindakan 
pemerintah desa dapat diaudit dan dievaluasi secara terbuka. Sementara itu, partisipasi memperluas ruang 
keterlibatan masyarakat untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola desa (OECD, 2021; 
UNDP, 2022; World Bank, 2023). 

Ketiganya saling berkontribusi terhadap implementasi good governance di tingkat lokal, yang 
menjadi pilar utama dalam pengelolaan dana desa secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, dalam perspektif 
sistem, hubungan antara transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi secara simultan diprediksi berpengaruh 
positif terhadap pengelolaan keuangan desa yang baik. Berdarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan 
H4: Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi anggaran secara simultan berpengaruh positif terhadap 
pengelolaan keuangan desa yang baik. 
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Metode Penelitian 
 
Penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif untuk mengkaji hubungan antara variabel 

transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Dolok 
Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan pengembangan teori 
yang dapat menjelaskan dan memprediksi fenomena hubungan antar variabel. Seluruh perangkat desa dari 
27 desa dijadikan sebagai sampel menggunakan teknik sampel jenuh, karena jumlah populasi relatif kecil dan 
memungkinkan untuk dijadikan responden secara keseluruhan. Pengumpulan data dilakukan melalui 
kuesioner tertutup yang disusun berdasarkan indikator dari setiap variabel penelitian. Instrumen penelitian 
diuji validitas dan reliabilitasnya untuk memastikan data yang diperoleh akurat dan konsisten. Data yang 
telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan aplikasi SmartPLS 3.0 melalui serangkaian tahapan, 
mulai dari pengolahan hasil kuesioner, uji instrumen, uji validitas, uji reliabilitas, uji hipotesis, hingga 
pengujian model struktural (inner model). Penggunaan SmartPLS memungkinkan analisis model pengukuran 
(outer model) dan model struktural secara simultan untuk mengetahui hubungan kausal antar variabel. 
Dengan analisis ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi teoritis mengenai pengelolaan 
keuangan desa yang baik dan berbasis prinsip transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat. 

 

Hasil Dan Pembahasan 
 

Analisis data 
Convergent Validity 

Convergent validity merupakan pengukuran model pada indikator yang bersifat reflektif. Dimana 
dilihat dari skor butir pertanyaan dengan skor kontruknya atau melalui loading factor pada masing-masing 
indikator konstruk. Adapun parameter dalam menetapkan bahwa nilai convergent validity layak/terpenuhi, 
dapat dilakukan dengan melihat nilai rule of thumb, dimana nilai loading factor lebih besar dari 0,60 - 0,70, 
namun dapat juga diterima rentang loading factor lebih besar dari 0,50 - 0,60 (Ghozali dan Latan, 2012:74). 
Berdasarkan hasil analisis data pada convergent validity, pada indikator-indikator pada masing-masing 
variabel, dapat dikemukakan sebagai berikut: 

 
Convergent Validity Pada Transparansi 

Indikator konstruk pada variable transparansi berjumlah 6 indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis 
data diperoleh nilai convergent validity melalui loading factor pada tabel di bawah ini: 

Tabel 1. Convergent Validity Transparansi 
Indikator  Loadig Factor  Rule of Thumb  Keteragan  

X1.1 0,794 0,50 Memenuhi 
X1.2 0,796 0,50 Memenuhi 
X1.3 0,712 0,50 Memenuhi 
X1.4 0,631 0,50 Memenuhi 
X1.5 0,774 0,50 Memenuhi 
X1.6 0,495 0,50 Tidak Memenuhi 

Sumber: Data Hasil Pengolahan PLS 3.0, 2021  
 
Convergent Validity Pada Akuntabilitas 

Indikator konstruk pada variable akuntabilitas berjumlah 6 indikator konstruk. Berdasarkan hasil 
analisis data diperoleh nilai convergent validity melalui loading factor pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2. Convergent Validity Akuntabilitas 
Indikator  Loadig Factor  Rule of Thumb  Keteragan  

X2.1 0,512 0,50 Memenuhi 
X2.2 0,655 0,50 Memenuhi 
X2.3 0,654 0,50 Memenuhi 
X2.4 0,581 0,50 Memenuhi 
X2.5 0,586 0,50 Memenuhi 
X2.6 0,781 0,50 Memenuhi 

Sumber: Data Hasil Pengolahan PLS 3.0, 2021 
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Convergent Validity Pada Partisipasi 
Indikator konstruk pada variable partisipasi berjumlah 6 indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis 

data diperoleh nilai convergent validity melalui loading factor pada tabel di bawah ini: 
Tabel 3. Convergent Validity Partisipasi 

Indikator  Loadig Factor  Rule of Thumb  Keteragan  
X3.1 0,599 0,50 Memenuhi 
X3.2 0,727 0,50 Memenuhi 
X3.3 0,511 0,50 Memenuhi 
X3.4 0,842 0,50 Memenuhi 
X3.5 0,841 0,50 Memenuhi 
X3.6 0,570 0,50 Memenuhi 

 Sumber: Data Hasil Pengolahan PLS 3.0, 2021 
 
Convergent Validity Pada Pengelolaan Dana Desa (PDD) 

Indikator konstruk pada variable pengelolhan dana desa berjumlah 6 indikator konstruk. Berdasarkan 
hasil analisis data diperoleh nilai convergent validity melalui loading factor pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4. Convergent Validity Pengelolaan Keuangan Desa 
Indikator  Loadig Factor  Rule of Thumb  Keteragan  

Y1 0,617 0,50 Memenuhi 
Y2 0,675 0,50 Memenuhi 
Y3 0,696 0,50 Memenuhi 
Y4 0,770 0,50 Memenuhi 
Y5 0,855 0,50 Memenuhi 
Y6 0,685 0,50 Memenuhi 

Sumber: Data Hasil Pengolahan PLS 3.0, 2021 
Adapun hasil evaluasi model pengukuran pada masing-masing indikator konstruk dari convergent 

validity melalui loading factor dapat juga dikemukakan pada gambar di bawah ini: 
 

 
Gambar 1. First Outer Loading 

Berdasarkan table convergent validity indikator konstruk pada masing masing variable, maka dapat 
dikemukakan bahwa untuk indikator konstruk pada variabel transparansi yang tidak memenuhi nilai loading 
factor adalah indikator konstruk X1.6. Variabel akuntabilitas memenuhi nilai loading factor. Variabel 
partisipasi memenuhi nilai loading factor. Variable pengelolaan dana desa dimana seluruh indikator konstruk 
memenuhi nilai loading factor. Ketentuan dalam analisis convergent validity, jika nilai loading factor tidak 
terpenuhi maka indikator konstruk di buang dan dilakukan analisis convergent validity kembali. Adapun hasil 
analisis convergent validity setelah indikator-indikator konstruk yang tidak memenuhi nilai loading factor di 
buang dapat dikemukakan pada gambar di bawah ini: 
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Gambar 2. Scond Outer Loading 

Hasil model pengukuran menggunakan convergent validity pada tahap kedua pada indikator 
konstruk pada masing-masing variabel dapat dikemukakan pada tabel di bawah ini: 
 
Convergent Validity Pada Transparansi 

Indikator konstruk pada variable transparansi setelah indikator konstruk yang tidak memenuhi nilai 
loading factor dibuang, maka berjumlah 5 (lima) indikator konstruk. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh 
nilai convergent validity melalui loading factor pada tabel di bawah ini:  

Tabel 5. Convergent Validity Transparansi 
Indikator  Loadig Factor  Rule of Thumb  Keteragan  

X1.1 0,787 0,50 Memenuhi 
X1.2 0,796 0,50 Memenuhi 
X1.3 0,707 0,50 Memenuhi 
X1.4 0,640 0,50 Memenuhi 
X1.5 0,768 0,50 Memenuhi 

Sumber: Data Hasil Pengolahan PLS 3.0, 2021  
 

Convergent Validity Pada Akuntabilitas (A) 
Indikator konstruk pada variable akuntabilitas setelah indikator konstruk pada variabel transparansi 

yang tidak memenuhi nilai loading factor dibuang, maka nilai loading faktor pada variabel akuntabilitas turur 
berubah. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai convergent validity melalui loading factor pada tabel 
di bawah ini 

Tabel 6. Convergent Validity Akuntabilitas 
Indikator  Loadig Factor  Rule of Thumb  Keteragan  

X2.1 0,597 0,50 Memenuhi 
X2.2 0,583 0,50 Memenuhi 
X2.3 0,504 0,50 Memenuhi 
X2.4 0,578 0,50 Memenuhi 
X2.5 0,526 0,50 Memenuhi 
X2.6 0,769 0,50 Memenuhi 

Sumber: Data Hasil Pengolahan PLS 3.0, 2021 
  

Convergent Validity Pada Partisipasi (P) 
Indikator konstruk pada variable akuntabilitas setelah indikator konstruk pada variabel transparansi 

yang tidak memenuhi nilai loading factor dibuang, maka nilai loading faktor pada variabel partisipasi turut 
berubah. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai convergent validity melalui loading factor pada tabel 
di bawah ini: 
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Tabel 7. Convergent Validity Partisipasi 
Indikator  Loadig Factor  Rule of Thumb  Keteragan  

X3.1 0,519 0,50 Memenuhi 
X3.2 0,644 0,50 Memenuhi 
X3.3 0,539 0,50 Memenuhi 
X3.4 0,860 0,50 Memenuhi 
X3.5 0,861 0,50 Memenuhi 
X3.6 0,531 0,50 Memenuhi 

Sumber: Data Hasil Pengolahan PLS 3.0, 2021 
  

Convergent Validity Pada Pengelolaan Keuangan Desa (PKD) 
Indikator konstruk pada variabel pengelolaan dana desa indikator konstruk yang tidak memenuhi nilai 

loading factor dibuang. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai convergent validity melalui loading 
factor pada tabel di bawah ini:  

Tabel 8. Convergent Validity Pengelolaan Keuangan Desa 
Indikator  Loadig Factor  Rule of Thumb  Keteragan  

Y1 0,563 0,50 Memenuhi 
Y2 0,538 0,50 Memenuhi 
Y3 0,651 0,50 Memenuhi 
Y4 0,770 0,50 Memenuhi 
Y5 0,859 0,50 Memenuhi 
Y6 0,615 0,50 Memenuhi 

Sumber: Data Hasil Pengolahan PLS 3.0, 2021 
  
Discriminant Validity 

Dalam analisis discriminant validity dimana model pengukuran pada masing-masing indikator 
konstruk bersifat reflektif dilakukan dengan cara melihat nilai cross loading pada masing-masing variabel. 
Dalam pengujian discriminant validity meggunakan Average Variance Extracted (AVE). adapun parameter 
cross loading dalam menilai nilai average variance extracted untuk mengetahui tingkat validitas dari masing-
masing indiaktor konstruk pada setiap variable direkomendasikan lebih besar dari 0,50 (> 0,50) (Ghozali dan 
Latan, 2012: 75).  

Hasil analisis discriminant validity dapat dikemukakan pada tabel di bawah ini: 
Table 9. First Analysis Discriminant Validity  

 Pada Average Variance Extracted (AVE) 

Variabel  Nilai  

Transparansi  0,502 
Akuntabilitas 0,402 
Partisipasi 0,482 
Pengelolaan dana desa 0,519 

Sumber: Data Hasil Pengolahan PLS 3.0,  
 
Tabel 9. memperlihatkan bahwa nilai average variance extracted pada variable ada yang tidak 

memenuhi kriteria dalam discriminant validity, hal ini disebabkan nilai average variance extracted pada 
variabel tersebut < 0,50, maka untuk memenuhi persyaratan dalam discriminant validity dimana nilai AVE 
lebih besar dari 0,50, maka indikator-indikator konstruk yang memiliki nilai loading factor paling 
rendah/kecil dikeluarkan dalam setiap variabel model pengukuran. Berdasarkan hasil analisis dimana nilai 
loading factor pada indikator konstruk paling rendah pada setiap variabel transparansi, akuntabilitas, 
partisipasi, dan variabel pengelolaan dana desa. Hasil dari outer loading akhir dari model pengukuran 
dikemukakan pada gambar dan tabel di bawah ini: 
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Gambar 3 Third Outer Loading 

 
Tabel 10. Outer Loading 

 
AKUNTABILITAS PARTISIPASI 

PENGELOLAAN 
KEUANGAN DESA 

TRANSPARANSI 

A1 0,676    
A2 0,640    
A4 0,564    
A5 0,564    
A6 0,801    
P2  0,558   
P3  0,700   
P4  0,864   
P5  0,867   
P6  0,568   
T1    0,818 
T2    0,761 
T3    0,729 
T5    0,790 
Y1   0,633  
Y3   0,716  
Y4   0,784  
Y5   0,864  
Y6   0,704  

Sumber: Data Hasil Pengolahan PLS 3.0, 2021 
Adapun hasil analisis discriminant validity pada nilai average variance extracted setelah masing-

masing indikator konstruk yang paling rendah dikeluarkan (Lihat perbandingan Gambar 4.3. Second Outer 
Loading dengan Gambar 4.4. Third Outer Loading), maka terjadi kenaikan nilai AVE, hal ini dapat 
dikemukakan pada tabel di bawah ini: 

Table 11. Secondy Analysis Discriminant Validity 
 Pada Average Variance Extracted (AVE)  

Variabel  AVE  

Transparansi (T) 0,529 
Akuntabilitas (A)  0,538 
Partrisipasi (P) 0,522 
Pengelolaan Keuangan Desa (Y) 0,525 

Sumber: Data Hasil Pengolahan PLS 3.0, 2021  
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Tabel 4.21 dapat dijelaskan bahwa seluruh konstruk pada masing-masing variable memiliki nilai 
average variance extracted lebih besar dari 0,50. Maka seluruh konstruk memenuhi syarat dalam uji 
disciminant validity, sehingga layak untuk dilanjutkan dalam analisis selanjutnya. 
 
Composite Reliability 

Dalam melakukan uji reliabilitas bertujuan untuk membuktikan akurasi, konsistensi dan ketepatan 
instrument dalam mengukur konstruk. Penggunaan composite reliability dilakukan untuk meguji reliabilitas 
suatu konstruk (Ghozali dan Latan, 2012: 75). Adapun dalam melakukan penilain terhadap composite 
reliability melalui rule of thumb, dimana nilai composite reliability harus lebih besar dari 0,70 (> 0,70). 
Pengujian reliabilitas pada setiap konstruk juga dapat dilakukan menggunakan Cronbach’s Alpha, ketentuan 
dari penilaian dilakukan melalui rule of thumb, dimana nilai Cronbach’s Alpha harus lebih besar dari 0,70 (> 
0,70). Hasil dari analisis data memperlihatkan sebagai berikut: 

Table 12. Composite Reliability 

Variabel  Nilai  

Transparansi (T) 0,781 
Akuntabilitas (A)  0,777 
Partrisipasi (P) 0,764 
Pengelolaan Keuangan Desa (Y) 0,796 

Sumber: Data Hasil Pengolahan PLS 3.0, 2021  
Table 4.22 memperlihatkan bahwa nilai composite reliability pada variabel Transparansi (T), 

Akuntabilitas (A), Partrisipasi (P) dan Pengelolaan Dana Desa (Y), masing-masing sebesar 0,781, 0,777, 
0,764 dan 0,796. Seluruh nilai reliability construct > 0,70. Maka dalam hal ini keberadaan variabel 
memenuhi syarat untuk digunakan dalam analisis selanjutnya. 
 
Evalusai Model Struktural (Inner Model) 

Pengujian pada model strukturan (inner model) pada dasarnya bertujuan untuk melihat hubungan 
antara variable. Adapun pengukuran dilakukan dengan melihat nilai R-Square. Dimana nantinya dapat 
diketahui tingkat variance terhadap perubahan variable independent (perencanaan anggaran, kompetensi 
sumber daya manusia dan komitmen organisasi) terhadap variable dependent (penyerapan anggaran). Hasil 
analisis R-Square dapat dikemukakan pada tabel di bawah ini:  

Tabel 13 R-Square 

 R-Squre 

Pengelolaan Dana Desa 0,232 
Sumber: Data Hasil Pengolahan PLS 3.0, 2021 

Tabel 13 memperlihatkan nilai R-Square pada variabel pengelolaan dana desa sebesar 0,232. Maka 
dapat dijelaskan bahwa variance pada variabel transparansi, Akuntabilitas dan partisipasi mampu 
penjelaskan variabel pengelolaan dana desa sebesar 0,232. Berdasarakan pendapat Chin (Ghozali dan Latan, 
2015) mengemukakan kriteria R-Squre jika Rule of Thumb sebesar 0,67 maka model penelitian dalam 
kategori kuat, 0,33 model penelitian dalam kategori moderat, 0,19 model penelitian dalam kategori lemah. 
Berdasarkan temuan penelitian dimana nilai R-Square sebesar 0,232. Maka model penelitian dalam kategori 
lemah. Dalam melakukan evalusai model structural (inner model) dapat dikemukakan melalui path diagram, 
menggunakan analisis pada bootstrapping. Maka diperoleh gambar di bawah ini: 
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Gambar 3. Output Bootstrapping 

 
Pengujian Hipotesis Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil analisis data pada Gambar 4.4 menggunakan SEM-PLS dalam uji hipotesis, maka 
dapat dikemukakan tabel sebagai berikut:  

Table 14 Uji Hipotesis  

 
Original 
Sample 

T Statistic P Values Keputusan 

T  Y 0,077 2,055 0,029 H0 Ditolak 
A Y 0,105 2,000 0,031 H0 Ditolak 
P  Y 0,411 4,448 0,000 H0 Ditolak 

Sumber: Data Hasil Pengolahan PLS 3.0, 2021. 
 
Berdasarkan hasil analisis data yang dikemukakan di atas pada tabel 4.24. maka dapat dikemukakan 

interprestasi dari pengujian hipotesis pada penelitian ini: 
a. Pengujian Hipotesis Pada H1 

Hasil analisis uji statistic pada H1, diperoleh nilai t statistik sebesar 2,055 dengan p-value sebesar 
0,029. Maka dapat dikemukakan bahwa t statistik > t table (2,055 > 1,976 ) atau 0,029 < 0,05. 
Sehingga disimpulkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa pada 
Desa di Kecamatan Dolok Masihul. 

b. Pengujian Hipotesis Pada H2 
Hasil analisis uji statistik pada H2, diperoleh nilai t statistik sebesar 2,00 dengan p-value sebesar 

0,031. Maka dikemukakan bahwa t statistik > t table (2,00 > 1,976) atau 0,031 < 0,05. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa Akuntabtlitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa 
pada Desa di Kecamatan Dolok Masihul. 

c. Pengujian Hipotesis Pada H3 
Hasil analisis uji statistik pada H3, diperoleh nilai t statistik sebesar 4,488 dengan p-value sebesar 

0,000. Maka dapat dikemukakan bahwa t statistik > t table (4,488 > 1,976 atau 0,000 < 0,05. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa partisipasi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa di 
Kecamatan Dolok Masihul. 

d. Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Dengan bantuan olahan analisis SEM-PLS diperoleh koefisien determinasi (R2) terletak pada 

tabel model Summary dan tertulis R Square. Untuk regresi linier berganda sebaiknya menggunakan R 
Square yang sudah disesuaikan atau tertulis Adjusted R Square karena disesuaikan dengan jumlah 
variabel independen yang digunakan dalam penelitian. Nilai R Square/Adjusted R Square dikatakan 
baik jika di atas 0,5 karena nilai R Square berkisar antara 0 sampai dengan 1. Hasil analisis koefisien 
determinasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel IV.28. pada berikut ini : 
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Tabel 15. Koefisien Determinasi (R2) 

 R Square R Square Adjusted 
PENGELOLAAN DANA DESA 0,232 0,215 

Data Hasil Pengolahan PLS 3.0, 2021  
 
Hasil olahan pada tabel 15 di atas terlihat nilai koefisien determinasi (R2) yang sudah disesuaikan R 

Square sebesar 0,232. Artinya 23,2% variabel dependen (pengelolaan keuangan desa) dipengaruhi atau 
dijelaskan oleh variabel independen yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan sisanya sebesar 76,8% 
(100% - 23,2%) dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel yang digunakan dalam 
penelitian ini. 
 

Pembahasan 
 

Pengaruh Transparansi (X1) terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Y) di Kecamatan Dolok Masihul 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel transparansi memiliki pengaruh signifikan terhadap 

pengelolaan keuangan desa. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t-statistik sebesar 2,055 yang lebih besar dari t-
tabel sebesar 1,976, serta nilai p-value sebesar 0,029 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Temuan 
ini memberikan bukti empiris bahwa hipotesis pertama (Ha1) diterima, yang berarti terdapat hubungan 
positif dan signifikan antara transparansi dan pengelolaan keuangan desa. Secara konseptual, transparansi 
dalam pengelolaan keuangan desa menjadi faktor krusial karena mencerminkan sejauh mana pemerintah 
desa membuka informasi terkait pengelolaan anggaran kepada masyarakat. Transparansi mendorong 
terciptanya partisipasi publik dan pengawasan sosial, yang pada gilirannya dapat meningkatkan akuntabilitas 
serta kualitas pengelolaan keuangan desa. Ketika informasi terkait pendapatan, belanja, serta program 
pembangunan desa disampaikan secara terbuka dan mudah diakses, maka kepercayaan masyarakat terhadap 
pengelolaan dana publik akan meningkat. 

Dari sisi pengukuran variabel, indikator transparansi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 
enam butir. Hasil First Outer Loading menunjukkan bahwa indikator dengan kontribusi paling tinggi adalah 
X1.2 dengan nilai loading sebesar 0,796. Ini menunjukkan bahwa indikator tersebut paling mewakili konstruk 
transparansi dalam konteks penelitian ini. Sebaliknya, indikator dengan kontribusi terendah adalah X1.6 
dengan nilai loading sebesar 0,495, yang berada di bawah ambang batas minimum (0,5), sehingga dikeluarkan 
dari analisis lanjutan. Langkah ini dilakukan guna meningkatkan validitas konstruk variabel transparansi. 
Dengan demikian, semakin tinggi tingkat transparansi yang diterapkan oleh pemerintah desa misalnya 
melalui publikasi informasi keuangan yang jelas dan tepat waktu semakin baik pula kinerja pengelolaan 
keuangan desa. Temuan ini selaras dengan teori good governance yang menekankan pentingnya keterbukaan 
informasi sebagai prasyarat utama dalam mendorong tata kelola keuangan publik yang baik. 
 
Pengaruh Akuntabilitas (X2) terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Y) di Kecamatan Dolok Masihul 

Penelitian ini juga menemukan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
pengelolaan keuangan desa. Hal ini dibuktikan melalui nilai t-statistik sebesar 2,00 yang lebih besar dari t-
tabel sebesar 1,976, serta p-value sebesar 0,031 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis kedua 
(Ha2) diterima, yang berarti terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara akuntabilitas dan 
pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas dalam konteks pemerintahan desa mencerminkan kemampuan 
pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat. Ketika 
akuntabilitas berjalan dengan baik, maka setiap penggunaan dana publik dapat diaudit, dinilai, dan 
dipertanggungjawabkan secara terbuka. Hal ini secara langsung berkontribusi pada pengelolaan keuangan 
yang lebih efisien, efektif, dan tepat sasaran. 
Secara empiris, variabel akuntabilitas diukur dengan enam indikator. Hasil First Outer Loading menunjukkan 
bahwa indikator X2.6 merupakan yang paling kuat, dengan nilai loading sebesar 0,781, sedangkan nilai 
terendah ditemukan pada X2.1 dengan nilai 0,512, namun masih memenuhi ambang batas validitas. 
Selanjutnya, pada Second Outer Loading, indikator X2.6 tetap menjadi yang tertinggi dengan nilai 0,769, 
sedangkan indikator X2.3 memiliki nilai terendah yaitu 0,504. Setelah dilakukan Discriminant Validity Analysis 
melalui nilai Average Variance Extracted (AVE), indikator X2.3 dieliminasi karena tidak memenuhi kriteria 
validitas. Penghapusan indikator X2.3 berdampak positif terhadap validitas konstruk akuntabilitas. Awalnya, 
nilai AVE hanya sebesar 0,402, namun setelah indikator tersebut dikeluarkan, nilai AVE meningkat menjadi 
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0,538. Ini menunjukkan bahwa konstruk akuntabilitas menjadi lebih valid dalam menjelaskan variabel laten 
setelah indikator yang lemah dieliminasi. 

Secara teoritis, hubungan antara akuntabilitas dan pengelolaan keuangan desa dapat dijelaskan 
melalui pendekatan agency theory, di mana pemerintah desa (sebagai agen) memiliki kewajiban moral dan 
administratif untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada masyarakat (sebagai prinsipal). 
Ketika akuntabilitas ditegakkan melalui pelaporan yang jelas, audit internal dan eksternal, serta partisipasi 
masyarakat dalam evaluasi anggaran, maka tata kelola keuangan desa akan meningkat. 

 

Kesimpulan  
 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik transparansi maupun akuntabilitas memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Dolok Masihul. Transparansi terbukti 
memberikan kontribusi positif terhadap kualitas tata kelola keuangan desa, sebagaimana ditunjukkan oleh 
nilai t-statistik sebesar 2,055 dan p-value 0,029. Temuan ini mendukung hipotesis bahwa semakin tinggi 
tingkat keterbukaan informasi keuangan oleh pemerintah desa, maka semakin meningkat pula efektivitas 
pengelolaan dana publik. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi mengenai 
pendapatan, belanja, dan program pembangunan desa, yang kemudian mendorong partisipasi aktif serta 
pengawasan sosial. Dalam konteks ini, indikator X1.2 menjadi representasi paling kuat dari konstruk 
transparansi, sedangkan indikator X1.6 yang memiliki nilai loading rendah telah dikeluarkan untuk 
meningkatkan validitas model. 

Sementara itu, akuntabilitas juga berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa dengan 
nilai t-statistik 2,00 dan p-value 0,031. Pemerintah desa yang memiliki sistem pertanggungjawaban yang baik 
cenderung menghasilkan pengelolaan keuangan yang lebih transparan, efisien, dan tepat sasaran. Proses ini 
didukung oleh pelaporan keuangan yang jelas, audit berkala, dan keterlibatan masyarakat dalam evaluasi 
anggaran. Pengukuran konstruk akuntabilitas menunjukkan bahwa indikator X2.6 memberikan kontribusi 
tertinggi, sedangkan indikator X2.3 yang dinilai kurang valid telah dieliminasi, yang berdampak pada 
meningkatnya nilai Average Variance Extracted (AVE) menjadi 0,538. 

Secara teoritis, temuan ini menguatkan konsep good governance dan agency theory, yang 
menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai dua pilar utama dalam membangun tata kelola 
keuangan publik yang kredibel dan terpercaya. Pemerintah desa yang terbuka dan bertanggung jawab akan 
mampu membangun kepercayaan masyarakat sekaligus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan secara 
menyeluruh. 
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